GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :z7 /KEP/HK/2017

TENTANG

PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan Perubahannya, Kepala Daerah
menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah
menetapkan Penerima Hibah yang bersumber dari
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2017,




Mengingat

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor :
900.918.KU/DPA.115.AK/2016 tanggal 30 Desember
20164

MEMUTUSKAN :

Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Penerima  Hibah  wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang
diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai aturan dan
ketentuan yang berlaku.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.




KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 egRUAR] 2017 z

WGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

o/

_~ FRANS LEBU BAYA

Tembusan :
1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.f_




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Z} /KEP/HK/2017
TANGGAL : (2 Feeaq,qgf 2017
PENERIMA HIBAH

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 1
NO NAMA ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA JUMLAH DANA
A | BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT/INSTANSI VERTIKAL | __66.340.000.000 |
1. TNI AU 100.000.000
2. TNI AD 140.000.000
3. TNI AL 100.000.000
4. Kepolisian Daerah (POLDA) NTT 500.000.000
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi NTT 65.500.000.000
B | HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN _.27.710.000.000 |
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEREKONOMIAN " 1.850.000.000
1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur 850.000.000
(DEKRANASDA NTT)
2. Kawasan Industri Bolok (KI-BOLOK) 500.000.000
3. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi NTT 500.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PENDIDIKAN 9.410.000.000
1. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
150.000.000
2. Dewan Pendidikan 250.000.000
3. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 250.000.000
4. Studen Center Universitas Nusa Cendana 8.410.000.000
5. SMA Timpolmas 50.000.000
6. Yayasan Persekolahan St. Petrus Ende 100.000.000
7. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Tk. Provinsi NTT 100.000.000
8. STKIP St. Paulus Aeramo Kec. Aesesa Kab. Nagekeo 100.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN 3.150.000.000
1. Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur 650.000.000
2. Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Prov. NTT 1.500.000.000
3. Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Provinsi NTT 500.000.000
4. Rumah Sakit Tentara Wirasakti Kupang 500.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN 4.615.000.000
1. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) 75.000.000
2. Lembaga Keagamaan : 4.240.000.000
1). MUI Nusa Tenggara Timur 150.000.000
2). Keuskupan Weetebula 100.000.000
3). Keuskupan Agung Kupang 200.000.000
a. Keuskupan Agung Kupang 100.000.000
b. Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Kupang 100.000.000
4). Keuskupan Atambua 100.000.000
5). Keuskupan Agung Ende 100.000.000
6). Keuskupan Maumere 100.000.000
7). Keuskupan Larantuka 100.000.000
8). Keuskupan Manggarai 100.000.000
9). Majelis Sinode GMIT (Sidang Sinode GMIT XXXIX 2017) 240.000.000
10). Gereja Kristen Sumba (GKS) 175.000.000
11).Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 50.000.000
12). Renovasi Pura Ananta Oeba 500.000.000
13). Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Noemuti
Keuskupan Atambua-Kab. TTU 500.000.000
14). Paroki St. Maria Bintang Laut Waipakong-Ile Ape Kab. Lembata 250.000.000
15). Paroki Salib Suci Mamba Keuskupan Ruteng 250.000.000
16). Paroki Roh Kudus Nelle (Keuskupan Maumere,
Desa Nelle Wutung, Kec. Nelle-Kab. Sikka 500.000.000
JUMLAH JALAN 84.240.000.000




Halaman 2

JUMLAH TERIMA 84.240.000.000
17). Paroki Hinga Keuskupan Larantuka (Pembangunan Kapela
St. Yeremias Dua-Nisakarang) Adonara-Kab. Flotim 75.000.000
18). Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kel. Fontein-Kota Kupang 75.000.000
19). Lembaga Pengembangan Dharma Gita Prov. NTT 15.000.000
JIn. Frans Seda-Kota Kupang
20). Paroki Sta. Bernadeth Soubirous Pukaone, Keuskupan Larantuka
(Pembangunan Kapela Stasi St. Yoseph Lamahelan) 100.000.000
21). Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Perminggun Kupang 100.000.000
22). Paroki St. Yosep Pekerja Penfui (Pembangunan
Kapela Stasi Fatukanutu-Tilong) 100.000.000
23). Paroki Yesus Kerahiman Allah Aeramo, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo 100.000.000
24). Biara Suster Wajah Kudus Wekaseko, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo 60.000.000
25). Masjid Nurul Jihad Aeramo, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo 100.000.000
26). Masjid Al Muhajirin Perumnas Maumere, Kab. Sikka 100.000.000
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 300.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN 7.950.000.000
1. Praja Muda Karana (PRAMUKA) 1.500.000.000
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTT 5.000.000.000
3. Penyelenggaraan Event Olahraga 500.000.000
4. Organisasi Kepemudaan 600.000.000
5. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi
Nusa Tenggara Timur (FORMI NTT) 200.000.000
6. Persatuan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI PENGPROV) NTT 150.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 600.000.000
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 500.000.000
2. Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-Hak Perempuan
(FORKOM P2HP) Nusa Tenggara Timur 100.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 100.000.000
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 100.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL 35.000.000
1. Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Provinsi NTT 25.000.000
2. Kolping Tunanetra Provinsi NTT 10.000.000
JUMLAH KESELURUHAN 94.050.000.000
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